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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI 8UM/\T~~IV\ Sl£LAT/\N 

Pli RATUl~AN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 17 TAHUN -u,;ir 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUS.UNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN 

INOVASI DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

·n irnbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 'fahun 2025 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu menetapkan 
Pt:raturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan, Risel dan Inova si Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur; 

1. Pa~ml 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 lt:nlang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabuputen 
Ogan Jlir di Provinsi Sumatera Selat.an (~mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembnrnn 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
telah bcbt~rapa kali diubRh lernkhir de ngan Unctnng­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Penctapan 
Pc ratura n Pcmcrintnh Penggnnti Undang - Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tcntang Cipta l<crja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 68 56) ; 



4 . Pcrnluru11 Pernerinlult Nu111or 18 Tultun 2016 ten tang 

Peronglrnt Ducruh (Lcmburo11 Negnru Republik Indonesia 
1'11hu11 2016 Nomor l l 4, T11rnuuh11n Lt:mburun Negaru 
Rc•puhlik ltHlorn!~in Nor11or 5H87)m~hngaimmm tclAh diuhah 
dcngnn Pcrntunrn Pcmcrinlnh Nornor 72 Tnhun 20 l 'J 

t1~ntnng Pcruhnhnn Atf-ls PcrAturnn Pr.m~rinlRh Nomnr 18 

Tnhun 201 6 tentnng Perangknt Daerah (Lemharnn Negarn 
Hcpublik lndoncsiaTahun 2019 Nomor 187, Tumbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2017 t.cntang 
Manajemen Pegawai Negeri. Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun ~O 17 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68; Tamb~han Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

6 . Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

7 . Peraturan Meriteri ·Dah.-tm Negeri Nomc>r 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangandi 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nombr 546); . 

8. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tent.ang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota Yang M_elaksanakan Fungsi 
Penunj,u1g Pcnyelenggaraan Uru:;;an Pcmerintahan (Berita 
Negara Republik lndonesi~Tahun 2017 Nomor 197); 

9. Pcrnturan Mcnteri Dalam Nt:geri Nomor 07 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan 
Risct dan Inovasi · daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 

10. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Ogan Komcring Ulu Timur 
Nomor 6 THhun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan 
Perangkat Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Ogan Komcring Uh.1 Timur 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagainrnna telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunau 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Leml:Jaran Daerah Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2023 Noinor 2); 



ivk11ttapkan 

.I 

l l. Pcnttun111 Bupuli Ogu11 lfo111cring Ulu Timur Nomur 33 
Tahun 3016 tcntunn l\cdudulmn, Sw1unan Organisasi, 
Tugu~ dun Fun~Hi :wrlu Tulu Kcrju Dimrn-DinuH Dacrah, 
Rnd~111 -H11d1111 n,wrnh , Kcc11mut1111 1mrt11 Kelurnhl:in di 
l\abup11tcn Ogun l,omcrlniz; Ulu Timur (Bcrita Daerah 
1<nln1p11tc11 Ognn Konwring Ulu Timur Tnh11n 20 I G 
Nomor 3:3) sebngnima no relnh diubnh bebernpn kali 

t •rnkhir dcngan Pcraturan Bupati Ogan J<omcring Ulu 
Timur Nomor 63 Tnhun 2019 ten tang Perubahan Ketujuh 
Atas Pcraturan Bupati Ogan Komcring Ulu Timur Nomor 
33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisa~i, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, 
Ba(ian-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan cti 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 
24); 

12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 
tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 
Pengembangan Kabupaten Ogan Komering ulu 
Timur(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2017 Nomor :-l8)sebagaimana tclah diubah heberap~ 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Korpering Ulu 
Timur Nomor 26 Tahun 2022 tcntang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pcmbangunan Daerah dan Penelitian 
Pengembangan Kabupaten Ogan Komering ulu Timur 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2022 Nomor 26); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN, RISET DAN !NOVAS! DAERAH PEMERINTAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oala m Pcrnturan Bupati ini, yang climaksud ckngan: 

1. Kabupaten adalah l<abupatcn Ogan Komcring Ulu Timur. 
2. Pemerintah Kab11patcn nctalnh Pnmerintah Kahupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 
3 . Bupati adalah Bupati Ogan J<omcrinr- Ulu Timur. 



" 
4. Perungkut Dueruh nu11luh u11Hur pcmbaulu Bupati dan 

Dcwnn Perwul<ilun Rukynt Ducroh Kubuputcn dnlum 
pcnyokngg11ru1111 Urut-11111 Pc111crinl11h Dacruh yung menja<li 
kewc111111111111 011rnth K111>11p11t1·11 . 

5. Sckrctnri:., Dueruh 11clalnh Sekrelurin Ducrah Kabupatcn 
Og~m Knmcring Ulu Timur. 

6. Bndnn Perencanaan Pembangunan,.Riset dnn Inovrrni 
Dacrnh yang selanjutnya diHcbut dcngan Bappcridaadalah 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan 
daerah serta bidang risct dan inovasi daerah. 

7. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Perencanaa(J 
Pembangunan,Riset dan lnovasi Oaerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri' sipil dan pegawai 
dengan perjanjian kerja yang . bekerja pada instansi 
pemerintah. 

9 . Jabatan adalah kedudulmn yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur 
dalam suatu satuan organisasi Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

10. Ja~atan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi 
pada Perangkat Daerah Kabupaten Ogan l(omering Ulu 
Timur. 

11 . Jabatan · Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 
serta admin1strasi pemerintahan dan pembangunan yang 
meliputi Jabatan Administrator dan ,Jabatan. Pengawas. 

12. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingka t. 
dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalarn 
mengeiola, memotivasi, dan mendukung pengembangan 
Pcgawai ASN, memirnpin dau mengoordinasikan 
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan orga nisasi scrta 
pelayanan publik dan administrasi. 

13. ,Jahatan Pelaksanfi ad~lah St!k.elompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 
:i~rta aciministrnsi pemcrintalrnn dan pembangunan. 

14 . Pejabat Fungsional adnlah Pegawai Aparatur Sipil Negnrn 
yang mcnduduki jabatan fungsional pndu lnstansi 
Pemerintah. 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mem .. mjukkan 
tugas, tanggung jawa b, wcwcnang dan ha.k scorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Sc-\luan Organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugusnyu didasarknn pada keahlia n 
dan/atau ketera~pila n tertentu serta hersifr1t mandiri. 



16. Kelo111pok ~111uulu11 Fu11~siu1111l uduluh sckclompok jubatun 
yang bcrisi fungsi dnn tu~u::: lJcrkuit:un dengan peluyunun 
fu11gsionul yang lJcrdm1urk1111 pudn l<cuhliun dun 
keternmpilmi tcrtcntu . 

17. t>crcncannon adulah prose:, untuk menenlukan tindakun 
111A.RA <iepAn yang tepat, mclAlui urutnn pilihan, deng,rn 
memperhitungkan sumber dayu yang tersedin. 

18. Hcncnna Pcmbangunan ,Jangka Panjang Daerah yang 
selRnjutnya diRingkHt RPJPD adalah dokumen 
percncanaan daerah untuk pcriodc 20 (dua puluh) tahun. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

20. Rencana . Ke1ja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
selanjumya disebut Musrenbang adalah Musyawarah 
Perencanaun Pembangunan Kabupaten Ogan 
Komering Utu Timur. 

22. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 
metodologi ilmiah untuk memperoteh data dan informasi 
yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena 
alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu asumsi dan/ a tau hipotesis, dan 
pcnarikan kesimpulan ilmiah. 

23. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan 
manfaat dan daya dukung Ilrnt1: Pengetafman dan 
Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya 
untuk m~nirigkatkan fungsi · dan manfaat Hmu 
Pengetahuan dan Teknologi. 

24. Riset adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara 
sistematis unluk mcndapatkan fakta baru, meningkatkan 
pemahaman atau melakukan penafsiran yang lebih baik. 

25. Inovasi adalah hasil pemikiran, · Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan/ atau Penernpan, yang me.ngandung unsur 
kebaruan dan telah diterapkan serta memberiknn 
kcmanfaat.an, ckonomi cian/atnu sosial. 

26. Pcngkajian ad1:1lah kegintnn unmk mcnilni nrnu 
mcngct.ahui kcsiupan, kcmanfuatnn, dampak, dan 
implika i..i sebelum dHn/ atctll st•sudFth ilm11 pengctuhunn 
dan teknologi diternpkun. 

27. Pcncrapan adalah pcmanfaatan hai,il Penclitinn, 
Pengembangan, dan/ utau PengkE\jiun ilmu peugelahuan 
dan teknologi ke da lom kegiotan perekuyasaan, inovasi, 
dan/atau difusi ilmu pengetHhuan dan teknologi. 



(, 

28. lnvcnsi a<laluh idc inventor yang c.litrnmgkan ke dalam 
nuatu kegia.lan pemccuha.11 mnsulah yang spesifik di 
bidu11g tclrnologi be rupu produk aluu proses, aluu 
pt<nyc~nipurnn11n rh111 Peng,~111b1rngirn prnduk atau prose8. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

---- -Pasar2 .... 
(1) 8 : ;r~eridamerupakanperf:!.ngki:i.t-) claerah yang 

menyelenggaralrnn unsur penunjang Urusan 
Pemerintahan yang menjacli kewenangan Kabupaten di 
bidang perencanaan pembangunan daerah serta Riset dan 
Inov_asi-dllerah:- --.,,- ' 

,(Q( Bapperidadipimpin ) oleh seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan-a (bawah dan bertanggung jawab kcpada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BABIJI 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal3 

( 1) Susunan Organisasi Bappcrida Ka bu paten Tipe A terdiri 
atas: 
a. Kepala Badan; 
p. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 
3) Sub Bagian Umum ·dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan terdiri dari: 

. 1) Sub Bidang Pt!rencanaan dan Pendamtcin 
Pembangunan; 

2) Sub Bidang Data dan Jnformasi Pembangunan; dan 
3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

Pembangunon. 
d . Bidang Perekonomian dan Surnbcr Daya Alam, tNdiri 

dari: 

1) 8ub Bidang Perekonomian; 

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dnn Energi Sumber 
Daya Mineral; dan 

3) Sub Bidnng Pengembungan Dunia Usahn. 

e. Bidung Pemerinlahan clan P~mbangunan Manusia , 
terdiri dari : 
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1) Sub Bidung Pc111cri11luhu11; 

:!) Sub Uldong r'c111l>angunn11 Munm1ia; clan 

3) Sul> l:Hu1111g Susiul Uudayu. 

f. Bidtll\8 lnfrostruklur dun KcwiluyAhn.n, terdiri dmi : 

1) Sub Bidang lnfrastrukt ur; 

2) Sub Bidang Kewilayahnn; dan 

3) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan 
Sumber Daya Air. 

g. Bidang Riset dan lnovasi Dacrah, tcrdiri dari : 

1) KelompokJabatan Fungsional Bidang Riset dan 
Inovasi Daerah; dan 

2) KclompokJabatanPelaksana. 

(2) BHgan Struktur Organisasi BapperidaKabupaten 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tcrcantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian · tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Sadan 

Pasal4 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan serta birlang risct dan inovasi daerah sesuni 
dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 
Melaksanakan kcb~jakan, koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan, serta Invensi clan Inovasi secara be!kelanjutan, 
dan melaksanakan pcnyusunan rencana induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan 
dalam perencanaan pembangunan. 

Pasal5 

Dalam mclaksanalrnn tugas sebugaimam-\ dimaksud 
dalam Pasal 4, Kcpala Uadan mcnyclcnggarnkan fungsi: 

a. perumusan kcbijalrnn umurn dan teknis dibidang 
pcrencanaan pcmbangunan, l~iHct dan lnovasi dacrnh 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
sesuai dengan kctentuan Peraturan Perundang-undangan; 



IJ. pel11kH1.111111rn koortli11m1i k1:rjmm11111 dt:11gan 
Kemc11terin11/ L •mbn1~u, l.'crncrintuh Provim:i Sumatcra 
S ·11111111 d1111 Pcrrn:rintuh Ducruh lui11nyu Hcrlu i.icluruh 
Pernnglrnt Dnerah KHhupr1ten di hicfa111g pcn:nc.:anaan 
pcmbungunan, ri::;et dun lnovusi dueruh; 

c . m~ngkoordilrnRikfrn penyusunan dokurncn rcncnna <IH~rnh 
sertn melakukan verifiknsi dokumen perencanaan 
pcrangkatdaerah; 

d. pengkoordinasian kebijakan di bidang pengcndalian dnn 
cvaluasi pcmbangunan, infrastruktur dan kewilayahan, 
perekonomian dacrah, pemerintahan pembangunan 
manusia serta Risct dan Inovasi daern.h; 

e. penetapan pola perencanaan pembangunan daerah 
menurut tingkat dan tahapannya; 

f. penetapan program-program jangka panjang, menengah 
dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pcmbangunan 
daerah; 

g. pembinaan dan pengarahan pengumpulan data dan 
analisis pembangunan .daerah; 

h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, penilaian dan 
pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan, ·Riset dan lnovasi daerah; 

i. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan - tugas jabatan 
fungsional · pada Ba pperida; 

J· pernbinaan pe~yelenggaraan urusan kesekretariatan, 
kepegawaian, kcuangan, perencanaan dan pelaporan, 
kebutuhan umum dan rumah tangga Bapperida; 

k. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; 
dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang .diberikan oleh Bupati, Wakil 
Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten sesuai dengan 
bidang, tugas, fungsi dan kewenangansesuai dengan 
kete11.tuan Peraturan Pt:rundang-undangan. 

Bagian Kectua 

Sekretariat 

Pasal6 

( 1) Sekret.ariat dipimpin oleh soorang 8ekretaris Sudan yirng 
rnclaksa.nukan tugus pengeloluan unumn umum, 
pcrlcngkapan, kepcguwaian, pcrcncununn, kt:wmgm1, 
pclaporan dun 11ruHHI\ lain ynng tidak tcrnuumk dalam 
tugas dan fungfli bidang-bidong di linglrnngan Bapperida. 

(2) Dalam mcnjr1lankan tllgns schagnirnrma dimak~md padR 

ayat (I), Sekretaris Badnn rm·nyelenggnmkan fungs.i: 
a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

rencana program, kegiRtan, sub kegiatan dan anggaran 
di Badan Perencanaan Pcmbangunan Riset dan Inovasi 
Daerah; 



b . Perurnusun kelJijukun lelrniH kc1:1ekn:turiut11n ; 
c. pembinmm dun pombcriu11 dukungan odministrasi yung 

rnclipuli kelut11uH11hu1111. lwpcguwaiuu, kcuangun, 
kerumnhht11gg111rn, lrn1j~1 H11t11u, huhungan 1111Hiynrakat, 
ursip, dnn dokumcnlrn1i Buppcrida; 

ci . pcmhinAnn dAn pennl'ann orgnnii.1u;i clan IAfr-t lak1•mn r-1; 

~- pen elenrmarnnn pengelolcwn barnng milik/kekaynon 
nc~ara dnn lnyanan pengadaan barang/jasa di lingkup 
8 a pperida; 

i. mcngoordinasikan dan 
dalam perencanaan 
Bapperida; 

penyusunan kerangka regulasi 
pembangunan daerah pada 

g. mengoordinasikan penyusunan SOP, tata 1aksana dun 
analisis jabatan serta analisis beban ke1ja; 

h. mengoordinasikan pcmantauan, evaluasi, pengendalia n 
dan penilaian atas capaian pelaksannan rencana 
pembangunan daerah pada Bapperida; 

1. pengkoordinasian dan fasilitasi ·pelaksanaan tugas dan 
f ungsi jabatan f ungsional pad a Bapperida; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Paragraf 1 

Sub Bagian Umum dan-Kepegawaian 

Pasal 7 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang melaksanakan mgas: 

a. menyusun program kc.rja dan rencana kegiatan di 
lingkup r~ncana kegiatan sub bidangnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan· Anggaran {DPA) 

sesuai dengan lingkup kerja sub oidangnya; 
c. mcnghimpun kcbijakan tcknis administrasi kcpegawaian 

sesuai _kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas 
Sadan; 

d . penyusunan 
kepegawai_an 
tugas Bac.lan; 

rencana pengelolaan administrasi 
berdasarkan pedoman untuk kelan.(:aran 

e. penyusunan rencnna kebutuhnn pegawni sesuni 
kcbutuhan untuk kelirncanm tugus Badun; 

f. pcmbuntan usulun pcrmintuun pegawni scsuni 
kcbutuhan untuk kclanc:arnn lugus Badun; 

g. penyusunan kompc tcnHi pcguwai p11du Badon; 
h. penyelenggaraan uc.lministrasi surat menyurat dan 

kearsipan di lingkungan BAclan; 
i. pelaksanaan pengendalian tarn naskah dinas di 

lingkungan Badan; 
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J . pe11vdc11gguru1t11 urus1111 ru111uh lunggu BH<Jun; 
k. pelaksanunn pcrndihnrnun 1mru11u dun prusarnnn 

µ ·rlrn11turn11i 
I. mcl11\rnu11nlrn11 koorrllnusi pcndidikun d1111 pclatihan 

pegnwui berdusnrlmn t.ugmi dun fungni; 
m . mclnkRnnnlrnn konrclinAHi scrniAliAARi Pcrnt11rnn 

Perundnng-Undnngon, bimbingan teknis implementasi 
Pcraturan Pcrundong-Urtdangon; 

n . mengurus hnl-hfll yang bcrhubungan denga n 
pcndidikan, pclatihan dan kursus-kursus yang 
berkaitan dengan peningkatan kapasitas 
.Aparntur /Surnber Daya Manusia; 

o. melaksanakan koordinasi penyusunan SOP; 
p . mcngatur distribusi kebut.uhan barang, pel'Jengkapan 

dan peralatan lingkup Badan; 
q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan 

atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh 
petunjuk lebih lanjut; 

r. melaksanakan koordina8i pelaks~naan tugasnya dengan 
kepala sub bagian lainnya; 

s. menyiapkan bahan laporan dan 
mempcrtanggungjawahkan pelaksanaF.111 kegiatannya; 

t. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja 
pelaksa.na di lingkup sub bidangnya; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 
sesuai dengan ketcntuan· Peraturan 
Undangan. 

Paragrnf 2 

oleh atasan 
kewenangan 
Perun dang-

Sub Bagian Pcrcncanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Pasal8 

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dnn Pelaporan dipimpin 
olch Kepala Sub Bagian yang melaksanakan t.ugas: 

a. menyusun program kerju dan rencana kegiutan di 
lingkup rcncana kegiatan sub bidangnya; 

b. penyusunan Rencana Ke1ja Anggaran dun Perubnhan 
Rcncann I<r.rja AnggAran; 

c. melaksanukan Dolcumcn Pcluksanuun J\nggaran (DPA) 
dan Dokumcn Perubahan Pcl,1ksanann Anggaran (DPPA) 
sesuai dengan lingkup kerjn sub bidnngnya; 

d. melalrnanakan pcngkoordinasian dan menghimpun 
bahan serta menyusun dokumen perencanann Perangkat 
Dacrah; 
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e . melaksanakan pengkourdi--rwsian, 111enghimpun dun 
mengolah dutu sertn menyusun lapornn kinerja dan 
ikhfomr rculi8m1i kincrju; 

f. meluksonnkan pcngkoordimrniun, menginventarisir dan 
mengoluh duta ::icrtu rncny1rnun lupornn evuluat;i kincrju ; 

g. pengoordinasiun penyelenggarntm layanan dukungan 
kegialan perencanaan pembi:mgunan dacrnh di Badan 

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan 
atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mernperoleh 
petunjuk lebih lanjut; 

i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat baerah lain 
yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan; 

j. menyiapkan . bahan laporan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; 

k. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja 
pelaksana di lingkup sub bidangnya; qan 

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan sesuai 
cierigan·ketentuaT} Peraturan Perundang-undangan. 

t • • I ' • • 

Paragraf 3 · 

Sub Bagian Keuangan dari Asel 

Pasal 9 

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di 
lingkup rencana kegiatan s.ub bidangnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaks&11aan Anggaran (DPA) 
sesuai d~ngan lingkup kerJa sub bidangnya; 

c. mengkoordinasikan penyediaan gaji dan tunjangan 
pegawai, administrasi pelaksanaan lugas pegawai; 

d. melaksanakan penatuusahaan dan pengujian/verifikasi 
kcuangan; · 

e. pelaksanaan akuntansi; . 
f. penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 
g. pengelolaan clan penyiapRn hFthan tam7 gapan 

pemeriksaan; 
h. pcnyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulanan/ semesternn; 
1. penyusunan pelaporan dun analisis prognosis realisasi 

anggaran; 
J. penyusunan pereni:an!:lan kebutuhan barang milik 

daerah pada Badan; 
k. pengamanan bctnmg milik daerah paua Badan; 
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I. penguwasan UHll pengendaliuu banwg milik daerah patla 
Badon; 

rn. rekorrniliusi dnn pcnyu:rnna n lupornn barang milik 
daernh pnda BHrinn; 

n. penutnusuhaun barang milik daeroh pada Budan; 
v. mclaksArrnknn pr,mclihn.rnan barang-br1rnng 

in venturis/ nset Sadan; 
w. mclaksanakan penataan dan pclaporan barang 

inventaris/aset Badan bcrdasarkan Peraturan 
Perundang-U ndangan; 

o. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas de.ngan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

p. penyusunan laporan dan pr:ndokumentasian kegiatan 
Bagian Keuangan dan Aset; 

q. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis urituk memperoieh petunjuk 
lebih lanjut; 

r. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya dengan 
kepala sub bagian lainnya; 

s. menyiapkan bahah laporan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya; 

t. melaksanakan pembinaan dan penila.ian kinerja 
pelaksana di lingkup sub bidangnya; dan 

u . mel~ksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kcwenangan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan. Perundang­
undangan. 

Bagian Ketiga 

Bidang Perencanaan,-Pe11.gendalian dan 
Evaluasi Pernbangunan Daerah 

- Pasal 10 

( 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Peml1angunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
melaksanakan rugas penyusunan - perencanaan dan 
pcincianaan pemhangunan claerah, analisis data rlan 
informasi pemerintahan daernh, pelaksanaan pengendnlinn, 
cvaluasi dan pclaporan bidang pcrcncanaan pcmbangunan 
rlaerah, scrt1:1 implementr1si sistem informu.si pemerintahan 
daerah di bidang pcmbangunan dacrah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ctimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Bidang menyeleuggarakan fungsi: 
a; pengoordinasian usulan rencana .kerja, kinerja dnn 

anggaran bidang perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah; 

b. pengoordinasian dan pcrumusan kcbijakan teknis 
pen:mcanaan pembangunan dacrah; 
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c. peluksu11uu11 11111.tlisu d1111 pe11gkuj l11n perencanaan dan 
pcndanuun pembungurrnn ducruh; 

cl. pcnyclcnggurn1111 pongu111pulun, uriuli:1a. pcngkujia.n 
rla t11, dnn infnr11111Hi pere rn:1111111u1 pemhangunan ciaernh ; 

c. pelalrnnnuun penyajian , dolc.umentrrni, dun pengam u nun 
d a t'n in fnrmHRi pcm bi--mgun;:i n ; 

f. pelaksannan nnnlisa chm pengkajian kewi.layahan sertn 
koncktivitas dacrah; 

g. pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan harmonisasi 
program pcmbungunan daerah; 

h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan 
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; 

1. melakukan evaluasi .terhadap kcbijakan perencanaan 
pembangunan daerah, dan pelaksa naan rencana 
pembangunan daera~, serta hasil rencana 
pembangunan d~:ierah; 

J· melakukan pengendalian melalui pernantauan, supervisi 
dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan agar 
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai denga n 
kebijakari pembangunan daerah; 

k. rriengidentifikasi permasalahan pembangunari daerah 
berd11sarkan data uiituk menge tahui perkembangan 
pembangunan;. 

L pelaksanaan ev?luasi dan pelaporan program dan 
kegiatan pembangi..tnan Daerah sebagai bahan 
penyusunan la po ran program dan kcgiatan 
pembangunan daerah; 

m. p~mbinaan dan penilaian kinerja Kepala Sub Bidang di 
bawahnya; 

n . pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan 
tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksa.na pada 
Bidang perencanaan; dan . 

o. pelaksanaan lugas ·· lain yang tliLerikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 
sesuai dengan kelentuan Peraturan 

unda~gan. 

Paragraf 1 

kewenangan 
Perundang-

Sub Bidang Perencanmm dan Penctanaan 

Pembangumrn D .. wrnh 

Pnsnl l .l 

Sub Bidang Perencamu m 
Oacrah dipimpin oleh 
melaksanaka n tugas: 

<Inn Pcndnnaan Pembangnnan 
Kcpala Sub Bidang yang 

a. menyusun program kcrja dan rcncana kcgiatan di 
lingkup rencana kegiatan sub bidangnya ; 



b . meluks1111ulw11 Duku111e11 Pel11lu11111uu11 A11ggarun (DPA) 
seuuai dengnn lingkup l<crja Bub bi<lnngnyu; 

c. rnclul ~mnulrnn idc11tililrn:1i d11J1 urralisis lwndisi, 
pcrn1m:mlHh1m dn11 iHll Htrnt~giB pernlm11g1man daf:rnh; 

L mclaksunukun pcnel.nuhun dokumen pcrencanaun dun 
pcndanaan pr.mlurngunan clflcrnh dengan dnkumcn 
kebijakon lainnyu; 

c. molaksanakan Konsultasi Publik dan Forum Pcrangkat 
Daerah/Lintas Pcrangkat. Daernh; 

f. mcnyiapkan bahan penyusunan dan mcnyelenggarakan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

g. mcnyiapkan bah.an pt"nyusunan rancangan clan 
penetapan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD; 

h . mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya dengan 
kepala sub bidang lainnya; 

J. menyiapkanbahan laponm dan 
mempertanggungjawabkan pelaksa.naan kegiat.annya; 

k. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja 
pela_ksana di lingkup suh hidangnya; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
scsuai dcngan bidang tugas, fungsi dan kewenangan 
sesua1 dengan kctentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Data dan Informasi 
Pemcrintahan Daerah 

Pasal 12 
Sub Bidang Data dan lnformasi Perencanaan Daerah 
dipimpin oleh Kepala Sub Bidung yang mempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub 
biclangnya; 

b. mdaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggarnn (DPA) 
sesuai dengan lingkup kerja sub bidangnya; 

c.. mclAksflnakan pcnghimpunnn sr.rt.a p~ngnnalisnAn dnta 
dan informasi percncannun pcmbnngunnn dncmh; 

d. mclnksanakan pcmbinaan, pcnynjian, pcngnmnnnn scrra 
pem,-mfHatan drtla dun informasi pt·n•nc,mHHn 
pcm bangunan; 

c. melaksanakan pcnyusunan profit pembangunan daerah; 
f. mengkonsultasika n pelaksunaan tugas clengan atasan, 

baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

g. mengkoordinasikan pdctksunaun tugasnya dengan 
kepala sub bidang lainnya; 



k . me11yiupku11 bnlwn I.Bporun d1;1n 
memperlunggun~juwubkt1n pulnlrnunnnn kcgiatannya; 

l. meluk}i1111ulmn pcrnl>iruurn dun pcniluiun kincrja 
pel11ksarn1 di lingl<up Huh hid11ngny1:1; dun 

m. melalrnana.lmn tugus lain yang diberilmn oleh ata::,an 
sesuai cicngan hidnng tugA.s, fungsi elem 
sesuni dengan ketentuan Peraturan 
undangan. 

Paragraf 3 

Sub Bidang Pengfmr!Alir1n, Evahrnsi 

dan Pelaporan Pembangunan Daerah 

Pasal 13 

kewenangan 
Perundnng-

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 
yang mempunyai tugas: 

a. men?usun program kerja dan rencana kegiatan sub 
bidangnya; 

b . melf:iksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
sesuai dengan lingkup kerja s_ub bidangnya; 

c. melaksanakan pengendalian _percncanaan · dan 
pelaksanaan pembangunan daerah; 

d. melaksanakan monitoring, cvaluasi dan penyusunan 
laporan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan 
daerah; 

e. mengkonsukasikan pelaksanaan b,1gas dengan atasan, 
baik Hsan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

f. mengkoordinasikan · pelaksanaan tugasnya dengan 
kepala sub bidang lainnya; 

g. menyiapkan bahan laporan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya; 

h. melaksanakan pembinaan dan · penilaian kinerja 
pelaksana di lingkup sub bidangnyn; dan 

1. melaksanakan tugas 1f1in yang dihcrikan oleh atasan 
sesuai dengan bidnng rugas, fungsi dan kewennngan 
scsuai dcngan kctcntunn Pcraturan Pcrundang­
undangan. 

Bugian Keempat 
Oidang Pcrckonomian dan Sumbcr Daya Alam 

Pasal 1,~ 

(1) Bidang PerekonumiHn d1-111 Swnber Di1yt-l AlAm dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang mclaksanakan tugas perumus;m 
kebijakan teknif., pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumbcr 
Daya Alam. 
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(2 ) Dulum 111eluksum1ku11 lugm1 sc·hugu i11111nu tlirnuksud pada 
ayat (1 ), Kepalu Bidung munyclcngg11rulrnn fu11gei: 
u . pe11gkourdi111113i1111 uuul1111 rc11cu1111 lwrja, kirwrju dun 

unggnrnn bidung JH~r<!lrn110111irin d1111 S11rnhc:r D11yu Alum; 
b. pengoordinnainn penywmnan ctokumen perencunaan 

pemlmngumrn dAcrnh jAngko ponjang, mencngnh, cla n 
pendek bide.mg perekonominn dan Sumber Daya Ala m; 

c. pcngoordinasian pcrcnco1111an bidang pcrnkonomian da n 
Sumber Daya AlAm ch\lam rnngka pclaksanaan program­
program kegiatnn yang diusulkan kepada pcmerintah 
provinsi maupun pusat; 

d. pelaksanaan lnventarisasi permasalahan pembangunan 
bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

e. perumusan pedoman/petunjuk dan kebijakan teknis 
perencanaan pembangunan bidang perckonomian dan 
Sumbcr Daya Alam; 

f. pengoorclinasian monitoring clan evaluasi atas 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah bidang perekonumian dan sumber daya alam; 

g. pengoordinasian pelaksanaan · sinergitas dan 
harmonisasi perencanaan daerah di bidang 
perckonomian dan Sumber Daya · Alam dengan 
perencanaan kegiatan kementerian/lernbaga rnaupun 
pcmcrintah provinsi; 

h . · pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Sub Bidang di 
ba\:vahnya; 

i. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan 
tugas jabatan · fungsional dan jabatan pelaksana pacla 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 
kewenangansesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Paragraf I. 

Sub Bidang Pcrekonomian 

Pasal 15 

Sub Bidang Pcrckonomian dipimpin olch Kepala Sub 
Aidang yang melaksanakan tugH8: 

a. mcnyusun program kcrja dim rencuna kcginlan sub 
bidanbrnya; 

b . melaksanalmn Dolmmcn Pcluksanunn Anggnrnn (DPA) 
·sesuai dcngan lingkup kc1jn Rllh bklAngnyn; 

c. pengoordinasiAn penytrnunan dokumen rencana 
pcmbangunan dacrah bidang perckonomian (RP,JPD, 
·RP,JMD dan RKPD); 

d. melaksahakan asistcnsi penyusunan dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah bida ng perekonornian; 
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e. meluks11nakun rmmi loriug dun evtt lwrn i a las penyus u mm 
dokumcn pcrenc:muun pomlmngurnu1 duerah bidang 
pcrckonmnim1; 

f. me h1kHHt1uk1111 Hln1~1'J~it11H d1111 linrmoniHHHi ba hHn 

pcnyuuunan dokumct1 pcrcncnnaun dueruh biclang 
pere konotniAn; 

g. menglrnnsultasilrnn pelaknanaan tl1gas dengon a ta •mn , 
buik lisan maupun tcrtulis untuk mcmpcrolch petunjuk 
lehih lanjut; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya dengan 
kepala sub bidang lainnya; 

1. menyiapkan bahan laporan <lan 
mempertanggungjawa~kan pelaksanaan kegiatannya; 

j . melaksanakan pembinaa n dan pe11llaian kinei:j a 

pelaksana di lingkup sub bidangnya; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan 
sesuai derigan ketentuan . Peraturan Perundang­
undangan. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Sumbei· Daya Alam dan 

Energi Sumber DayaMineral 

Pasal 16 

Sub Bidang Bidang Su1nber Daya Alam clan Energi Sumber 
Daya Mineraldipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 
melaksanakan tugas: 

a . . menyusun program ke1ja dan rencanu kegiatan sub 
bidangnya; 

L. mdaksanakan Dokumen Pdaksanaan _ Anggaran (DPA) 
se&uai dengan lingkup kei:ja sub bidangnya~ 

c. pengoordinasian peny~sunan dokumen rencana 
pembangunan daerah ·bidang Sumber Daya Ala m 
danEnergi Sumber Daya Mineral (RPJPD, RPJMD da n 
RKPD); 

d. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen 
pcrcncana.an Pcrangkat Dacrah bidang Sumbcr Du ·a 
Alam danEnergi Sumber Daya M.inernl; 

c. mclaksanakan monitoring dan evaluasi ntfls peny11sunnn 
dokumcn pcrcncannan pcmhnnguna.n daernh bictang 
Sumber Daya Alum danl~ncrgi Sumber Dnyn Mineral; 

f. melaksanakan sincrgitus dun hurmonisasi bnha n 
pcnyusunan dnkumen perencanaan daerah di bida ng 
sumbcr daya alam dunEncrgi Sumber Daya Mineral; 

g. mengkonsultasikan pclaksanaan tugas dengan atas~n .. 
baik lisan maupun lerlulis unluk memµerold1 petunjuk 
lebih lanjut; 
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h : rncngkourclinasikun pd1:1klium111n tug1:1s11yu dengan 
kepala sub bidung luinnya; 

1. mcnyiupkun buhu.n lupuran dan 
mcmpcrtunggungj11wabkHt1 pelalrnflnuun kegiat.annyA; 

J. melaksnnalmn pembinaun dun penilaian kincrja 
pelaksarrn di lingkup suh hiriangnya; clan 

k . melaksanakan . tugas lain ynng diherikan oleh atasa n 
scsuai dengan bidang tugas, fungsi dan kcwcnangan 
sesuai dengan ketentuan Pen~turan Penmdang­
undangan. 

Paragraf 3 

Sub Bidang 'Pengernbangan Dunia Usaha 

Pasc1l 17 

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh 
l{epala Sub Bidang yang melaksanakan tugas: 

a. menyusu!1 program kerja dan rencana kegia~an sub 
bidangnya; . 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
sesuai :.dengan lingkup kerja sub bidangnya; 

c . pengoordinasian . penyusunan dokumen rencana 
pembangurian daerah ·b~dang .pengembangan dunia 
usaha (RPJPD, RPJMD dan .RKPD); 

d. melaksanakan asistensi . penyusunan dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah bidang pengembangan 
dunia usaha; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 
penyusunan dokumen perencanaa11 pembangunan 
daerah bidang pengembangan dtmia usaha; 

f. melaksana~an sin_ergitas dan harmonisasi bahan 
penyusunan dokumen perencanaan daerah di bidung 
pengembangan dunia usaha; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan . atusan, 
baik lisan maupun tertulis untuk mcmjx~rolch pet.unjuk 
lehih lanjut; 

h. mcngkoordinasikan pclaksanaan tugasnya dcngan 
kepala. sub bi.dang lainnya; . 

1. menyiapkan bahun laporan clan 
mcmpcrtanggungjawabkan pclaksanaan kc.giatannya ; 

J. melaksanakan pembinmin dun penilaian kinerja 
pelaksana di lingkup sub bidongnya; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
sesuai dengan ·bidung tugus, fungsi dan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan 
t.ihdangan. 

oleh at.as;111 

kewenangun 
Perundang-
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Bugiun "di111u 
Bidang Pemerintnhan clnn Pembungunun Manusia 

Pu:.ml 18 

( l) Bidung Pemerintahun dun Pernbongunun Manusia dipimpin 
nkh KcpRla Ridang yong melRkRanakan tugas p~n.,unuRnn 
kebijakan teknis, pengoordinnsian, pembinnan, 
pcngawasan, pengcndalian dan cvaluasi percncanaan 
pembangunan dacrah bid~ng pernerintahan dan 
pcmbangunan ·manusiat. · 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayapt ( 1), Kepala Bidang men);elenggarakan f ungsi: 
a. pengoordinasian usulan rencana kerja, kinerja dan 

anggaran bidang pemerin.tahan dan pembangunan 
manusia; 

b. pengoordinasian penyusunan dokumch perencanaan 
pembangunan daerah jangka -panjang, menengah, dan 
pendek bidang pemerintahan · dan . pembangunan 
manusia· 

' 
c. pengoordinasian perencanaan bidang pemerintahan dan 

pembangunan manusia _dalam rangka pelaksanaan 
progrnm-program kegiatan y,mg dil1sulkrlt1 kepada 
pemerintah provinsi maupun pusat; 

d . . pclaksanaan inventarisasi pcrmasalahan pcmbangunan 
bidang pe_merintahan dan pembangunan manusia; 

e. per~musan pedoman/petunjuk . dan kcbijakan teknis 
perericanaan pembarigunan bidang pemerintahan dan 
pembangunan manusia; 

f. pengoordinasian monitoring dari evaluasi atas 
penyusunan dokumen perencanaan 
daerah bidang pernerintahan <lan 

pen-tbangunan 
pembangunan 

mam.isia; 
g. pengoordinasian pelaksanaan 

harmonisasi perencanaan daerah 
dan pembangunan manusia 
kegiatan kementeriun/lembaga 
provinsi; 

h. pemhinaan don penilai~n kincrja 
bawahnya; 

sint:rgitas dan 
bidang pemerintahan 

dengan perencanaan 
maupun pemerintHh 

Kepaln Suh Bidang <li 

i. pcngoordinasian, pcmbinnan dan fasilitasi pclaksanaan 
tugc:1s jabat..m f1 ingsionAI dHn jahahm pdaksanH pada 
Bidang pcmerintahun dan pembangunan mu.nusia; dan 

J· pclaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh atasan 
sesuai dengan bidRng tugas, fungsi dan kewenangan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 
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P1:1rt1gruf' 1 

Sub Bidnng Pemcrintnhun 

Pasal 19 

Sub Bidtrng PemerinlL1 lurn dipirnpin olc:h l(epala Sub Bidang 

vang melnksunakan lugas: 

n. menyusun program ke1ja dan t\!11cano kegiat.an sub 

bid~ngnya; 
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaa11 An~garan (DPA) 

sesuai dengan lingkup kerja sub bidangnya; 
c. p_engoordinasian penyusunan dokumen rencana 

· pembangunan daerah bidang pemerinlahan {RPJPD, 
RRJMD dan RKPD); 

d. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen 
perencanaa.n Penrngkat Dae.rnh bidang pernerintahan; 

e . melaksanakan monitoring clan evaluasi atas penyusunan 
dokumcn perencanaan · pcmbangunan daerah bidang 
pemerintahap; 

f. .mclaksanakan sincrgitas dan harmonisasi bahan 
· penyusunan dokumen perencanaan daerah di bidang 
pemerintahan; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lis_an maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya dengan 
kepala sLib bidang lainnya; 

1. menyiapkan bahan laporan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksa naan kegiatannya; 

J, m.elaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja 
pelaksana di lingkup sub bidangnya; dan 

k. .mclaksanakan tugas lain yarig diherikan oleh atasmi 
sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan 
sesuai dengan ketcntuan Pcraturan Perundang­
undangan. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Pembangunan Manusia 

Pasal 20 

Sub Bidang Pemb,rngu na n Manusia dipimpin olch KcpRln 
Sub Bidang yang rnciaksanakan tugas: 

a. menyusun program kctjn dan rencann kegiatan sub 
bidangnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
sesuai dengan lingkup kerja sub bidangnya; 

c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana 
pembangunan datrah bidang pembangunan manusict 
(RPJPD, RPJMD <lan RKPD); 



d. mdaksnnulum nsiHte11si penyusunun dokmncn 
pcrencuncrnn Pcrungknt Dueruh bidang pembangunnn 
munusiu; 

t:. mel::lksamikun 111nnit-ori11g chm evulwrni at rrn penywmrnrn 
dokumen perencannun pembungunnn daerah bidang 
pcmhangunan mAnusiA; 

f. melaksanakan sinergitns clan harmonisasi bahan 
pcnyusunan dokumcn pcrcnca.naan · daerah di bidang 
pe~nbangunan rr'lanitsia; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk mempcroleh petunjul{ 
lebih lanjut; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan · · tugasnya dengan 
kepala sub bidang lainnya ; 

1. menyiapkan bahan laporan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya; 

j. melaksanakan . pernbinaan dan penilaian kinerja 
pelaksana di lingkup sub biqangnya; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
sesuai dengart bidang tugas, fungsi dan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan 
unchrngan. 

· Paragraf 3 

Sub Bidang Sosial Budaya · 

Pasal 21 

oleh atasan 
kewenangan 
Perundang-

Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang melaksanakan tugas: 

a. menyusup program kerja dari rencana kegiatan st,1b 

bidangnya; 
b. mclaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

sesuai dengAn lingkup kerja sub bidangnya; 
c. mengoordinasian penyusunan dokumen rencana 

pembangunan dacrah bidang sosial hudayo (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD); 

d. mclaksanakan asistcnsi pcnyusunan dokumcn 
perencam1.an Pernngkat chwrah bidang snsial budc:tya~ 

e. mclaksanakan monitoring dun cvaluasi ams pcnyusunan 
dokumen pcrcncanaan pcmba1w;unan Dacrah bidang 
sosial budaya; 

f. melaksanakan sincrgitas dun harmonisasi bahan 
penyusunan dokumen perc:ncanHHn dHe.rah di bidang 
sosial budaya; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun lerlulis untuk mcmpcrold1 petunj uk 
lebih lanjut; 



h. mengkuorcJinmiikun pel1:1kHt11HHHl t.ugctsnya dengan 

1. 

.l. 

kepalu sub bidang luinnyu; 
menyiapkan bah an luporan dan 
mempertHngBungjawablrnn pelaksanaan kegiatannyc:1 ; 
melaksanakan pcmbinuun dun penilaiun kincrjn. 
pelaksana di lingkup sub biclangnya; ,fan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
scsuai dcngan bidang tugas, fungsi dan 
sesua1 dengan ketent.uan Peraturan 
undangan." 

oleh atasan 
kcwcnangan 
Perundang-

Bagian Keenam 
Bidarig Infrastruktur dan Kewilayahan 

Pasal 22 · 

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang melaksanakan tugas pcrumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 
daerah bidang infrastruktur clan kewilayahant, 

(2) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: . . 
a. pengoordi.nasian usulan rencana kerja, kinerja da n 

anggaran bidang infrastruktur dan kewilayahan; 
b. pengoordinasian peny-usunan dokumen perencanaan 

pemba.nguna.n daerah jangka panjang, menengah, dan 
pcndck bidang infrastruktur dan kc~1/ilayahan; 

c. pengoordinasian perencanaan bidang infrastruktur dan 
kewilayahan dalam rangka pelaksanaan progran1-
program kegiatan yang diusulkan · kepada pemerintah 
provinsi maupun pusat; 

d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pen1bangunan 
bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

e. perumusan ptdoman/petunjuk dan kebijakan teknis 
perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan 
kewilayahan; 

f. pengoordinasii:tn monitoring dan evaluasi atas 
penyusunan dokumen pcrencanaan pcmbangunan 
cfocrah hirlang infrastruktur dan kcwilayahan; 

g. pengoordinnsiun pclnksnnnnn sinergitns dan 
harmonisasi pcrcncunuim dacrah bidang infrastruktur 
d;:m kcwilnyah i-m dn1gan pere ncancian kegiatan 
kementerian/lembuga maupun pcmerintah provinsi; 

h. pembinaan dan pcnilaian kincrja Kcpala Sub Bidang di 
bawahnya; 

1. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan 
tugas jabatan fungsiona I dan jabatan pelaksana pada 
Bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan 



J. pdaksunnuu Lugus lHi11 ynng dibcrikurt uleh alusc1n 

sesuai dengan bidang Lugmi, fungsi dun kewerwngan 
sesw.u dengan kctentuun Perut.uru ri Perunclan1~­
und1-mgan . 

Paragrn.f 1 

Sub Bidang Infrastruktur 

Pasal23 

Sub Biuang Infrastruktur dipirqpin oleh Kepala Sub Bidang 
yang _melaksanak::m tugas: 

a. rrienyusun program kerjH dan nmcana kegiatan sub 
bidangnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
sesuai dengan lingkup kerja sub bidangnya; 

c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana 
pemba11gun;1.n dHerah bidang infrastruktur (RP,TPD, 
RPJMD dan RKPD); 

d. mclaksanakan asistensi penyusunan dokumcn 
per~ncanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur; 

e . melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang 
infrastruktur; 

f. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi bahan 
penyusunan dokumen perencanaan daerah di bidang 
infrastruktur; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnyu dengan 
kepala sub bidang lainnya; 

1. menyiapkan bahan laporan don 
mempcrtanggungjaw,:ihkan pclaksanaAn kegiatannya; 

j. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja 
pclaksana di lingkup sub bidangnya; dan 

k. melaksanakan tugas IHin yang diberik .=m oleh atasan 
scsuai dcngan bidang tugas, f ungsi dan kewenangnn 
scsuai dcngan kctcntuan Pcraturan .F'crunctang­
undangan. 

Parn~raf 2 

Sub Diclang Kewilayuhnn 

Pasal24 

Sub Bidang Kewilayahnn dipimpin olch Kepala Sub Bidang 
yang mclaksanakan tugas: 



f 

n . meny usu11 prnt~rnn1 kerju dun runcun u kcgiulau sub 
bidangnya; 

b. mclalrnanakun Dokumen Peluk:mmurn J\nggunm {DPJ\) 
sesuai dengan lingkup kerja sub bidungnyA; 

c. pengoordinasinn penyur,unnn dokumen rencnnn 
pemhangunan dAerah bidang kcwilr1yahnn (RP,JPD, 
RPJMD dan RKPD); 

d. mclaksanakan asist.cnsi penyusunan dokumen 
perencanaan Pcrangkat Daerah bidang kewilayaha n; 

c . mclaksanakan monitoring dan cvaluasi atas 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
d~erah bidang kewilayahan; 

f. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi bahan 
penyusunan dokumen perencanaalY daerah di bidang 
kewilayahan; 

g. mengkonsultasika n pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh pe tunjuk 
lebih lanjut; 

h. mengkoordinasika n pelaksanaa n · tugasnya denga n 
kepala sub bidang laiimya; 

i. 

j . 

menyiapkan bahan la po ran dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya; 
melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja 
pclaksana di lingkup sub bidangnya; dan 

k. melaksanakan tugas lain ya ng diberikan 
.scsuai dengan bidang tugas, fungsi dan 
sesuai dengan kctentuan Pcraturan 
undangan. 

olch atasan 
kewcnangan 
Perundang-

Paragraf :3 

Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kcbencanaan 

dan Sumber Daya Air 

Pasal 25 

Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan Sumber 
Daya Air dipimpin oleh Kcpala Sub Bidang yang 
melaksanakan tugas: 

a. mcnyusun program kcrja dan rcncana kcgia tan sub 
bidangnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pclaksnnua n Anggnrnn (DPA) 
scsuai dcngan lingkup kc~jn sub l>idAngnya; 

c. pengoordinasian pcny\1~t111un dokumen rencana 
pcmbangunan dneruh bidong lingkungnn hidup, 
kebenca naan dnn s urnbe r d11ya a ir (RP,JPD, RPJMD d a n 
RKPD); 

d . melaksanakan a sistensi penyusunan dokumcn 
percncanaan Penmgkal Daerah bidang lingkllngan 
hidup, kebencanaan dan sumber daya air; 
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e. melaksanakan monitoring dan evaluasi alas penyusumm 
dokumen penmcanuan pcmbungunan daerah bidang 
lingkungan hidup, kebcnc.:;:i11uHn dan :;umber daya air; 

f. mdak8anakcrn sinergit·RB rhrn lrnrmonis1rni bahan 

pcnyusunan dokumen perencanann daerah di hidang 
lingkungan hidup, kebencanaHn dan sumber daya a ir; 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun. tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanju_t; 

h. mengkoordinasikan pclaksanaan tugasnya dengan 
kepala sub bidang lainnya; 

L · menyia.pkan bahan · laporan dan 
mempertan.ggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya; 

j. melaksanakan peinbinaa n dan penilaian kjne1ja 
pelaksana di lingkup sub bidangnya; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan 

· undangan. 

Bagian Keenam 

Bidang Riset dan lnovasi Daerah 

Pasal 26 

kewenangan 
Perundang-

(1) BidangRise:t dan lnovasi Daerah dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang melaksanakan . tugas rnenentukan 
kebijakan, pefaksanaan, fasilitasi ctan pengoordina~ian 
kegiatan dalam penelitian dan pengembangan di bidang 
sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, 
inovasi dan teknologi serta pendampingan dan 
fasilitasi kegiatan penelitian dan pengemhangan daerah 
dalam · rangka meml:>erikan rekomendasi untuk 
membcrikan regulasi kebijakan herbasis penelitian dan 
pengembangan, pemantauan penelitian serta 
pcngorgariisasian pcnclitian dan pengcmbangan dan 
penyusunan basis data penelitian dan pengembanganf. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Riset dan lnovasi Dacrah mempunya i 
fungsi: 

a . memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, fasilitHsi, dan 
pembinaan pelaksanaan penclitian, pengembangan, 
pcngkajian, clan pencrapfln, scrta invcnsi clan inova si 
di dcterah yang memperkua t fungsi dHn kedudukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai 
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah 

·. disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada 
nilai Pancasila; 
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b. melaksanakun pt:nyus11nun pen:ncarnuu1, prognm1, 
ungguran, kelembng::wn, dun sumber tluyu penclitian, 
pcngkujiun, du11 pencruµun, tH!rlu invcrrni dl:ln inovw;i 
di daerah; 

c. mengkoordinnni clan mcnsinkroniun.nikan 
pt~lnksnnnAn kd1ijAk,rn di hklRng risr.t clsrn inovasi, 
ketjR sama pembangunan ilmu pengetahunn don 

tcknologi, serta kcmitraan pcnclit.ian, pcngcmbangan, 
pc.ngkajian, clan penerapan, serta invensi dan inovasi 
di dacrah; 

d. membciikan bimbingan tcknis dan supervisi di 
bidang riset .dan lnovasi., kerja sama pembangunan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, penydenggaraan pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di dae~ah; 

f. . mengkoordinasikan pelal<sanaanpembangunan, 
pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem 
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; 

g. melaksanakan. koordirn=1si pelaksanaa·n peneliti,rn da n 
pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, 
pcngc~bangan, pengkajian, dan pencrapan ilrnu 
pengetahuan da.n teknologi yang dihasilkan oleh 
lcmbaga/ pusat/ organisasi penelitiari lainnya di 
daerah; dan 

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di 
daerah. 

BAB.V 

KEPEGA WAI AN DAN TATA KERJA 

Bagian Kcsatu 

Kepegawaian 

Paragraf 1 

Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pa~nl 27 

Kepnla Bodan merupalcnn Jnbntnn Pimpinan Tinggi Prntnmn 
at.au .Jahatan Strukturnl r,;sclon 11.h. 

Para~rnf 2 

,Jabatan Administrnsi 

Pasnl ?.8 

(1) Sekretaris Badnnmerupnkan Jabntan Administrator atau 
.Jabatan Struktural Eselon Ill.a. 
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(2) Kepala Bidang merupukun ,Jabal1111 Admi11islr1:1lor atau 
Jabatan Struktural Eselon BI. b. 

(3) Kepala Sub 8Hgi1111 du11 Suu Didung 111crupukan Ju.but.un 
Pengawas ntau ,Jalmtfln Strukt'1.1rf:II Em!lon IV.n. 

Parngrnf ~3 

.. Jobatan Fungsional 

Pasal29 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
membantu melaksanakan sebagian tugas dun fungsi Pada 
Bndan sesuai dengan keahliun yang dimiliki. 

{2) Kclompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenagu 
f ungsional yang diatur dan ditetapkan . sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perunda,ng-undangan. 

(3) Pejabat Fungsional berkeductukan .sebagai pelaksana teknis 
fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada . pejabat tinggi pratama, pejabat 
actministrasi atau pengawas. 

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

Paragraf 4 

Jabatan Pelaksana 

Pasal 30 

(1) Jabatan pelaksana berkedudukan di bawah setiap Sub 
Bagian dan Sub Bidang berdasarkan pendidikan, 
pengalaman dan kompetensi~1ya sesuai ·dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Uraian tugas jabatan pelaksana disusun oleh kepala Sub 
Bagian dan Sub Bidang yang ditclapkan dengan Keputusan 
Kepala Sadan. 

Pasal 31 

Proses pengangkatan, pcngambilan sumpah dan pclantikan 
ASN yang mcnduduki jabatan scbagaimana <limaksud dalnm 
Pasal 30dilakukan berdnsnrkun k •teul.tHH1 pentturnn 
perundang-u ndangan. 

Pasal32 

Ke.pala Badan diangkat dan dibcrhcntikan olch Bupati scsuai 
dengan ketentuan Peraturan Penmdang-undangan . . 



81:1giu11 Keuuu 

Tntn I<c1ja 

Pusul ~33 

( 1) Ba pperida me rupRkan \tnsur pelnksana u 11.-1srtn 

pcnunjang dipimpin oleh Kepula Badan yang berked uclukun 
di bawah dan bertanggung juwab kepada Hupati melalui 
Sekretaris Duerah dan secarn adminislratif melalui Asisten 
yang membidangi. 

(2) Apabil~ Kepala Sadan berhalangan dalam menjalanka n 
tugas,: Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau I 
(satu) Kcpala Bidang unt:uk mewakilinya . 

(3) Sckretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang 
berada di bawah dan , bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Sadan. 

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan kdompuk 
fungsional yang berada dan di bawah dan bertanggung 
j awab langsung secara telmis operasional kepada Kepala 
Badan, dan secara administr'atif rnelalui Sekretaris Sadan. 

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala. Sub Bagian yang 
berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Sekretaris Bada n. 

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang I<epala Sub Bidang yang 
berada dan di bawah · dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Biclang. 

(7) Pelaksana tugas dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat 
fungsional dan pelaksana yang berasal dari satu unit 
organisasi dan/ a tau lintas unit organisasi dan dapat 
melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal 
dari lintas instansi pcmcrinta h. 

(8) Pcjabat fungsio,nal atau pclaksana yang _berperan sebagai 
anggota tim melaporkan pe-laksana tugasnya kepada ketun 
tim dan ketua tim melaporkan tugasnya kepada pimpinan 
unit. kerja. 

(9) Hubungun tula k1:1jn 1rnlun.1 Kepolu Badnn clt.-ngan 
bawahan atau sebuliknya bersifat hierarki, koordinusi, dun 
konsultasi dan sccura adininist.rntif dilnkukun mclnlui 
Sekretaris Sadan. 



Pu~ul 37 

Peraturan Bupati ini mulRi bcrlnku padt~ tanggal diundangkan. 

Agar ::;elinp ornng mengetahuinya, memerinlahkan p-:.:ngundungan 
l'crnturan Bupati ini dengan pencrupatannya dalam Bcrita Dnerah 
Kubupatcn Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditelapkan di 
pada tanggal 
BUPATI O 'A 1 

Diundane-kan di Martaeura 

, · purq, 
'(i /l)t,, ;;.c) ~> 

{OMERING ULU TIMUR, 

\. 

LANOSIN 

pada.tanggal, $ MQ1 ~09> 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERINGULU TIMUR, 

JU ' 

SERITA DAERAH KAB PATEN OGAN · KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN ~0> NOMOR l'r 
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